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6. Undang-Undang .... 

\r - . 2. 

1. Undang-Undang Nomor 8 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 100); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lerrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312f sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3$69) ; 

3. Undang-l;;Jndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Kon.psi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
lndonesia'Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) ; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemharan 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Mengingat 

a. bahwa surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Norn or 900/1513/2012 
menyatakan Alokasi Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil kepada Pemerintah Kota 
Sibolga pada APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012; 

b. :__.Jhwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republlk Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 
huruf c angka 4 menyatakan dalam hal penetapan APBD penerima bantuan 
mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan 
keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan 
perubahan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD penerima bantuan 
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat 
khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, 
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD penerima 
bantuan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b 
diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan 
Walikota Sibolga Nomor 903/23/2011 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. 

Menimbang 

WALIKOTA SIBOLGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 903/23/2011 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2012 

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA 
NOMOR 903/ l1 /2012 

TENT ANG 

WALIKOTA SIBOLGA 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

---=Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 4578) : 

'f"- 

18. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi 
Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 
Peraturaq Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republiklndonesia Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

17. 

... - 
' 16. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangar, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pernerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4540); 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Sadan l.ayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ; 

15. 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

7. Undc:ng-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Republik Indonesia Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

10. Unr:lang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) ; 

11. Undanq-Undanq Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200·1 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138) ; 

14. Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139) ; 
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377.653.085.517,00 
4.924.740.000,00 

Rp. 
Rp. 

Pasal 1 

PERUBAH/\N PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 903/23/2011 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2012. 

MEMUTUSKAN: 

23. ;-- eraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kir.erja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2009 tentanq Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ; 

'I 

'f"· 
-J 1. Pendapatan : 

a. Semula 
b. Bertambah 
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Peraturan Daerah Kata Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kata Sibolga (Lembaran Daerah Kata 
Sibolqa Tahun 2008 Nomor 9); 
Peraturan Daerah Kata Sibolga Namor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kata Sibalga (Lembaran 
Daerah Kata Sibalga Tahun 2008 Nomor 1 O); 
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Namor 131.22-664 tanggal 2 Agustus 2005 
tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan 
Walikata Sibalga Provinsi Sumatera Utara ; 
Peraturan Daerah Kata Sibalga Nemer 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kata Sibolga (Lembaran Daerah Kata Sibalga 
Tahun 2008 Namor 12); 

Peraturan Daerah Kata Sibolga Namor 13 Tahun 2008 tentanq Organisasi dan 
Tatakerja Kecamatan Pada Pemerintah Kata Sibalga (Lembaran Daerah Kola 
Sibalga Tahun 2008 Namar 13); 

Peraturan Daerah Kata Sibolga Namar 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Kelurahan Pada Pemerintah Kata Sibalga (Lembaran Daerah Kata 
Sibalga Tahun 2008 Nomor 14); 
Peraturan Daerah Kota Sibalga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarar. Daerah Kata Sibolga Tahun 2009 
Nomor 8); 

Peraturan Daerah Kata Sibalga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pakok-Pokol< 
Penqelolaan Barang Daerah Kata Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibalga Tahun 
2009 Nomor 9). 

35. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-333 tanggal 1 Juli 2010 
tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Sibolga 
Provinsi Sumatera Utara; 

36. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kata 
Sibolga Tahun 2011 Nomar 9). 

\--37. Peraturan Daerah Kata Sibalga Namor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kata Sibolqa (Lembaran Daerah Kata Sibalga Tahun 
2012 Nomor 2); 

38. Ke;::iutusJn Gubernur Sumaetera Utara Nemer : 188.44/283/KPTS/Tahun 20·10 
tanggal ~n Aprf 201 O tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Sibalga 
tentanq Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan 
Rancanqan Peraturan':Walikota Sibolga tentang Penjabaran Anggaran. 

i{ : .~ 

39. Peraturan Walikata Sibalga Nornor 903/23/20·11 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

~------------------------·· 



M.SYARFIHUTAURUK 

Ditetapkan di Sibolga 
pada tanggal .25"" Juni 2012 

,, 
:~ ', 

N' 

Agar setiap orang mengetahui~ya, mernerintahkan penqundanqan Peraturan Walikota ini dalam Berita 
Daerah. i 

,! 

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal6 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut 
dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

Pasal5 

Larnpiran sebagaimana tersebut daiam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal3 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Walikota ini . 

Pasal 2 

5.901.892.745,00 

21.286.997.126,00 

0,00 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan .... . .. .. .. .. . . .. .. .. Rp. 

Jumlah Pembiayaar, Neto setelah Perubahan Rp. 

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 

5.901.892.745,00 
0,00 

Rp. 
Rp. 

27.188.889.871,00 Jumlah Penerirnaan setelah Perubahan .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. ... .. Rp. 

b. Pengeluaran 
1) Semula 
2) Bertambah 

Rp. 
Rp . 

27.188.889.871,00. 
0,00 

1) Semula 
2) Bertambah 

3. Pembiayaan: 
a. Penerirnaan 

(21.286.997.126,00) Surplus/(Defis:t) setelah Perubahan Rp. 

403. 864.822.643, 00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 

398.940.082.543,00 
4.924. 7 40.000,00 

Rp. 
Rp. 

2. Belanja: 

a. Semula 
b. Bertambah 
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